PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik ‘-Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BABI ...
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengkKlasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dari' program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (outpuf) dalam

bentuk barang/jasa.

6. Program ...
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Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja
program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu
program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu

kementerian negara/ lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh
satuan kerja/SKPD.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (outpuf) dari suatu
Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan
sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Penc}apatan dan Belanja Daerah (APBN /APBD).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan /kegagalan  pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan
dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang

disusun secara periodik.

15. Entitas...
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pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan,
pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah

pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan
data kinerja tingkat eselon 1.

Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga adalah unit kerja

kementerian negara/lembaga yang melalkukan pencatatan, pengolahan
pengikhtisaran, dan pelaporan  data Kinerja tingkat  kementerian

Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unijt instansi pemerintah daerah

selaky pPengguna/kuasa pPengguna anggaran Yang melakukan pencatatan,
pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.

unsur penyelenggara pemerintahan daerah,.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga/SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian negara/lembaga/SKPD
yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian
Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik darj prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan

organisasi pemerintah.

24. Kementeran ...






